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Agus Riyanto, S.311408002, 2017, Pelaksanaan Kewenangan Dalam 
Pemberian Izin  Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi 
Non Pertanian di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 – 2015.  
Tesis  : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan 
pemberian izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di 
Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 -2015 dan untuk mengetahui alasan-
alasan yang menjadi penyebab sehingga Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar belum dapat melaksanakan kewenangan dalam pemberian izin 
perubahan penggunaan tanah tersebut. 
Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris (non 
doktrinal) yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan 
teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya 
hukum di dalam masyarakatKabupaten Karanganyar terhadap wewenang 
yang telah diberikan oleh Undang – Undang kepada Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar dalampemberian izin perubahan penggunaan tanah. 
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan subyek 
penelitian untuk mendapatkan data primer, dan data sekunder, berupa data 
kepustakaan/peraturan-peraturan perundangan atau dokumen-dokumen 
tertulis yang terkait dengan izin perubahan penggunaan tanah. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian/penerbitan izin 
perubahan penggunaan tanah sampai penelitian ini dilakukan, masih 
dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar berdasarkan 
penyerahan kewenangan oleh Bupati Karanganyar. Hal ini dilakukan 
karena Pemerintah Kabupaten Karanganyar sedang menyiapkan perangkat 
hukum, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai 
guna terlaksananya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. 
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Agus Riyanto, S.311408002, 2017, The Implementation of the Granting 
Authority in Agricultural Land Use Changes in Non-Agricultural In 
District Karanganyar Year 2013 – 2015. 
Thesis  : Post-Graduate Program, Sebelas Maret University, 
Surakarta. 
 
The objective of this research is to investigate the implementation of 
the licensing authority to change the use of agricultural land to non-
agricultural in Karanganyar Year 2013 – 2015 and to know the reasons the 
cause so that the Government Karanganyar can not exercise authority in 
granting the land-use change. 
This research included in empirical legal research (non doctrinal) is 
the research in the form of empirical studies to find theories about the 
process and about the workings of law in society Karanganyar to the 
authority granted by the Act to the Government of Karanganyar in the 
delivery land use change permits. Data collected throught direct interviews 
with the study subjects to obstain primary data and secondary data/laws and 
regulations or written documents related to land use change permits. 
The result showed that the granting/issuing permits lang use changes 
to the research, is still carried out by the Land Office of Karanganyar based 
handover of authority by the Regent of Karanganyar. This is done because 
of Karanganyar District Government is preparing a legaln instrument, 
infrastructure and sufficient human resources to the implementation of the 
authority granted by the Act. 
 
Key Words : Authorization, Permits Change in Land Use, Land 
Agricultural, Non Agricultural Land. 
